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Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas.
Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam
pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara jelas hal-hal yang menjadi kesepakatan
dua belah pihak yang mendasari dilakukannya kesepakatan tersebut. Hal ini guna memberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah pihak yang bersepakat. Adapun permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini mengenai 1) Kekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 23/VV/KOB/2005 yang
akan ditarik kembali oleh pemberi hibah; 2) Peran dan tanggungjawab PPAT terhadap akta hibah yang
dikeluarkannya; 3) Upaya penerima hibah untuk mempertahankan kepemilikan hak atas tanahnya. Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif sehingga dalam penelitian
ini digunakan logikayuridis. Adapun Analisa data yang dilakukan secara perspektif. Hasil analisis yang
diperoleh menyatakan bahwa; 1) Akta Hibah Nomor : 23/VV/KOB/2005 yang dikeluarkan oleh PPAT SIM
termasuk kedalam akta autentik, yang mana akta tersebut dapat menjadi bukti yang kuat atas kepemilikan
hak atas tanah dan menjadi dasar kuat atas perubahan terhadap kepemilikan hak atas tanah. 2) SIM sebagai
PPAT yang membuat akta hibah, atas permintaan kedua belah pihak bertindak sesuai dengan peran dan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam pembuatan Akta Hibah Nomor: 23/ V/KOB/2005. 3) Akta
Hibah tersebut menjadi alat bukti yang kuat bagi penerima hibah untuk mempertahankan hak atas tanah
yang telah diterimanya berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima
hibah terhadap Tanah Hak Milik tersebut. Penandatanganan oleh para penghadap di hadapan Pejabat
berwenang dalam pembuatan akta hibah tersebut adalah mutlak dan memberikan kekuatan pembuktian yang
kuat, dalam hal ini PPAT SIM.

...... This study discusses abaut the transition of land rights undertaken by/in front of PPAT both through
grants and others must be done clearly and clearly. Legal action involving ownership of land rights must be
done with a PPAT deed. In making the deed, the parties must actively state clearly the matters that are the
two parties agreement underlying the agreement. Thisisto provide legal certainty and protection to both
parties. Asfor the problems raised in this study regarding 1) The legal power of the Grant Act Number:
23/V/KOB/2005 which will be withdrawn by the grantor; 2) The role and responsibility of the PPAT for the
grant certificate issued; 3) The efforts of the grantee to maintain ownership of hisland rights. To answer
these problems, a method of normative legal research is used so that in this study juridical logic is used. The
data analysisis done in perspective. The results of the analysis stated; 1) That the Grant Act Number:
23/V/KOB/2005 issued by PPAT SIM was included in the authentic deed, which can be solid evidence of
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ownership of land and is a strong basis for changes to the ownership of land. 2) SIM asthe PPAT who
created the grant certificate, at the request of both parties acted according to the role and responsibility are
given to him in the creation of the Grant Certificate Number: 23/V/KOB/2005. 3) The Grant Certificateisa
powerful tool of evidence for the grantee to defend the rights to the land he has received based on legal
actions undertaken by the grantee and the grantee against the Land of Property. Signing by the respondents
before the authorities in the form of the grant certificate is absolute and provides strong proof of power, in
this case, PPAT SIM.



